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menghambat pembangunan infrastruktur
yang sudah direncanakan pemkab.

rencana pembangunan subter-
minal di Yomani karena tanah

yang digunakan dan sudah di-

beli pemkab belum bersertifi-
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1.705 Aset Pemkab Belum Bersertifikat
SLAWI - Sebanyak 1.705 bidang tanah fikat tersebut bisa mengham-  tiadaan bukti kepemilikan ta-
e T ‘ ' 5% bat pelaksanaan pembangunan naholehpemkabjugamembuat
milik Pem_ermtah Kabupat,en (Pemkab) infrastrukturpelayananpublik.  pemkab tidak bisa mengupaya-
Tegal masih belum bersertifikat. Hal ini Dia mencontohkan gagalnya kanbantuandaripusatataupun

provinsi.

“Bukti kepemilikan tanah
oleh pemda menjadi prasyarat
utama untuk mengakses dana

Wakil Bupati Tegal Umi Azizah "Dari proses inventarisasi  kat. “Padahal, sudah dialokasi- bantuan pemerintah pusat
mengatakan,&lrm; berdasar-  tersebut, ditemukan 630 bi-  kan anggaran pembangunan- ataupun provinsi,” ucapnya.
<an hasilinventarisasiataupe-  dang tanah milik pemdasudah  nya,kata Umi. Umi mengungkapkan, un-
agumpulan databidang tanah,  bersertifikat, sementara 15705, Kendala serupajugadialami  tuk mengatasi permasalahan
masih banyak aset tanah milik ~ bidang tanah belum bersertifi- ketika direncanakan pemba-  banyaknya aset tanah yangbe-
semkab atau dalam penguasa-  kat,”kataUmikemarin. - ngunan gedungsekolah dansa- lum bersertifikat tersebut, su-
mpemkabyangbelumberserti- Menurut Umi, banyaknya  rana publik lainnya sehingga dah dialokasikan anggaran
ikat. ' asettanahyangbelumberserti- = masyarakatyangdirugikan. Ke- Rp450 juta. Diharapkan selu-

ruh bidang tanah yang belum  meriksaKeuangan (BPK). termasuk penyamaan persepsi

bersertifikat sudah tuntas di- Salahsatukendalautamabe-  terkait asal usul tanah. “Saya

sertifikasi padd tahun ini. “Ta-  lum tercapainya predikat terse- minta pemerintah desalegowo

hun ini kami menganggarkan  butkarenaadanyaketidaksesu- jika pada tanah yang masth ter-

Rp450 juta untuk proses pene-  aian antara jumlah bidang ta- data dalam kartu inventaris de-

lusuran dan penyertifikatan  nah yangterdata dalam kartu  sa, tapi di atasnya berdiri ba-

aset-aset tanah milik pemkab”  inventarisasibarang (KIB)de- = ngunan publik yang dibangun

tandasnya. > ‘ngan bukti kepemilikan sertifi-- olehnegaramelaluipemerintah

Umi menambahkan, upaya
‘menuntaskan penyertifikatan
aset tersebut juga karena pem-
kab dihadapkan pada target
pencapaian opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) atas La-
poran Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) oleh Badan Pe-

katnya. “Saya mengarahkan pe-
nataan aset ini menjadi pro-
 gram prioritasutamareformasi
birokrasi,” tandas Umi.
_ Umijuga meminta ke'rja sa-
ma semua pihak terkait rat%g:
" membantu proses penyertifi-
kasian tanah-tanah tersebut,

untuk disertifikasi,” ujarnya.
Kepala Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Kabupaten Te-
gal Herry Sudihartono menya-
takan, pihaknya siap memban-
tupemkabdalammenyertifika-
siaset-asettanahmilikpemkab.
@ faridfirdaus




